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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kementerian Dalam 
Negeri pada Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN) selama 
satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 
2016. 
 Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk mendapatkan pengalaman 
kerja sebelum memasuki dunia kerja dan memperoleh surat keterangan kerja 
(referensi) dari instansi terkait. Selain itu agar mahasiswa maupun mahasiswi 
dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan yang telah diperoleh pada masa perkuliahan. 
 Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta, Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
 Pelaksanaan kerja yang dilakukan Praktikan selama PKL adalah pada 
bidang administrasi perkantoran yaitu mencatat barang inventaris para pegawai 
dengan membantu mensensus Barang Milik Negara (BMN), pada bidang 
teknologi perkantoran yaitu melakukan penggandaan dokumen dengan 
menggunakan mesin fotocopy, membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan 
menggunakan mesin tik manual. Dan pada bidang korespondensi yaitu membuat 
surat Niaga seperti surat permintaan barang dan surat setoran pajak. 
Pada pelaksanaannya Praktikan menemukan beberapa kendala, 
diantaranya; kurangnya peran kepemimpinan dalam memberikan pengarahan 
dan pengawasan selama melakukan Sensus (BMN) sehingga tidak efektifnya 
pelaksanaan sensus. Selain itu kurangnya kerja sama tim dalam pelaksanaan 
sensus sehingga tujuan dari sensus kurang optimal. 
Untuk mengatasi kendala kurangnya peran pemimpin dalam memberikan 
pengarahan, praktikan berusaha untuk membuka komunikasi dengan banyak 
bertanya kepada pimpinan atau staff pembimbing selama PKL. Dan untuk 
mengatasi kendala kurangnya kerja sama tim, praktikan berusaha untuk 
meningkatkan semangat antar sesama anggota tim. 
 Praktikan mengambil kesimpulan bahwa PKL merupakan proses 
pembelajaran nyata yang dilakukan atau diterapkan secara langsung dan dapat 
menambah wawasan pengetahuan bagi Praktikan untuk menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya di masa yang akan datang. 
 Dengan disusunnya laporan PKL ini diharapkan dapat menjadi bahan 
refrensi untuk mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di masa mendatang.  
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A. Latar Belakang 
Dalam era globalisasi sekarang ini, perekonomian dan dunia kerja pun juga 
ikut terpengaruh. Batasan antarnegara menjadi semakin kabur pada saat teknologi 
komunikasi semakin maju. Hal itu semakin mendorong banyak Negara untuk 
dapat berpacu dalam memajukan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian 
bangsa negaranya. Oleh karena itu, untuk dapat ikut serta dalam memajukan 
perekonomian bangsa, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat 
mempengaruhi. Dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skill), kemampuan (ability), dan lainnya seperti kepribadian, 
kesehatan yang mendukung dalam berperan memajukan perekonomian bangsa 
dan bersaing di dalam dunia kerja. 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu lembaga pencetak 
tenaga kependidikan yang terletak di Jakarta, sekarang tidak hanya melatih 
mahasiswanya untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional saja, tetapi juga 
melatih para mahasiswanya untuk berkarir di bidang non kependidikan.  Sehingga 
mahasiswa tersebut dapat memilih pekerjaan sesuai dengan potensi dan bakat 
yang dimilikinya. Untuk itu, Fakultas Ekonomi memiliki program unggulan untuk 






Oleh karena itu, mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang 
merupakan salah satu mata kuliah yang diapandang wajib dan seyogyanya 
disediakan oleh setiap jurusan, termasuk jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Setiap mahasiswa yang mengikuti 
mata kuliah Magang akan mendapatkan “praktek” dari teori yang selama ini 
didapatkan di dalam perkuliahan di kampus. Pada dasarnya, teori terkadang tidak 
sejalan dengan praktek yang terjadi di lapangan, untuk itulah mata kuliah Magang 
ini diperlukan untuk memberikan perbandingan mengenai teori mana yang 
aplikatif dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. 
Praktik Kerja Lapangan ini merupakan bagian dari proses perkuliahan bagi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan Konsentrasi Administrasi Perkantoran agar 
dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi serta laporannya 
akan diuji oleh Dosen Konsentrasi Administrasi Perkantoran.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis memilih 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai tempat melaksanakan 
kegiatan magang.  Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia merupakan institusi paling tepat untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan, selain itu 
penulis juga berminat untuk bekerja di Kementerian Dalam Negeri Republik 








B. Maksud dan Tujuan 
Universitas Negeri Jakarta,  khususnya program studi S1 Pendidikan 
Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi 
memberikan program PKL sebagai upaya agar mahasiswa untuk beradaptasi 
dengan dunia kerja serta melihat secara nyata keadaan dunia kerja yang 
sesungguhnya untuk mencoba mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para 
mahasiswanya. 
Adapun maksud Praktikan melaksanakan PKL antara lain: 
1. Untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan 
kerja tentang pekerjaan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) Kementerian Dalam 
Negeri 
2. Untuk memberikan  pengalaman kerja kepada Praktikan sebelum 
memasuki dunia kerja 
3. Untuk menerapkan pengetahuan akademis yang telah Praktikan dapatkan 
di bangku perkuliahan dan membandingkanya langsung dalam dunia kerja 
Sedangkan tujuan dari PKL adalah sebagai berikut:  
1. Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi 
Administrasi 








C. Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan ini memiliki segi kegunaan bagi pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu bagi Praktikan, Fakultas 
dan instansi tempat Praktikan melaksanakan Pratik Kerja Lapangan. 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pengetahuan tentang situasi dan kondisi di dunia kerja nyata 
b. Dapat mengaplikasikan pengetahuan yang Praktikan miliki ke dalam dunia 
kerja 
c. Belajar beradaptasi dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan 
kerja yang Praktikan sedang laksanakan 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam  melakukan setiap 
pekerjaan 
e. Dapat melakukan proses administrasi/pencatatan dengan menerapkan 
pengetahuan yang di dapat dari bangku perkuliahan 
f. Meningkatkan kepekaan inisiatif Praktikan dalam melakukan pekerjaan 
g. Meningkatkan kemampuan Praktikan dalam mengatasi kendala-kendala 
yang ada dalam dunia kerja 
2. Bagi Fakultas  
a. Dapat menjalin kerja sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) Kementerian Dalam Negeri 
b. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk menyempurnakan  
kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja 





c. Merupakan salah satu indikator penilaian kemampuan dan kompetensi 
mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja. 
3. Bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN 
KEUDA) Kementerian Dalam Negeri.  
a. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis 
antara instansi dengan Perguruan Tinggi 
b. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam 
melaksanakan pekerjaan 
c. Memperoleh kesempatan untuk merekrut Praktikan sebagai karyawan bila 
kualifikasinya memenuhi standar instansi yang telah ditetapkan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL  pada sebuah instansi pemerintahan.  Berikut 
nama instansi beserta alamat lengkapnya:  
Tabel 1.1 Data Instansi Kementerian Dalam Negeri 




Nama Instansi Kementerian Dalam Negeri 
Alamat            Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat. 10110. 
Telepon           (021) 3501161 
Website           www.kemendagri.go.id 
 http://keuda.kemendagri.go.id 
Email               djkd@kemendagri.go.id 
Bagian tempat 
PKL  
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
(DITJEN KEUDA) Kementerian Dalam Negeri Sub Bagian 





Alasan Praktikan memilih Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat PKL 
adalah: 
1. Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi pemerintahan yang 
mengurusi semua birokrasi dan administrasi di Kota Jakarta 
2. Terdapat bagian dan subbagian yang sesuai dengan konsentrasi 
Administrasi Perkantoran, sehingga Praktikan dapat menerapkan ilmu 
yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu PKL dilaksanakan kurang lebih satu bulan, terhitung dari tanggal 1 
Agustus sampai dengan 30 Agustus 2016 di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) Kementerian Dalam Negeri Sub Bagian 
Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN). 
Adapun jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dalam empat tahap 
sebagai berikut:  
1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Pada tahap ini Praktikan melakukan observasi awal ke Instansi yang 
akan menjadi tempat PKL. Observasi mulai dilakukan dari bulan Februari 
2016. Praktikan memastikan apakah instansi tersebut menerima karyawan 
PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan  untuk 
melamar kerja sebagai karyawan PKL. Pada tahap observasi ini Praktikan 






2. Tahap Persiapan PKL 
Tabel 1.2 Tahap Persiapan PKL 
Sumber: data diolah oleh penulis 
No. Tahap Persiapan Tanggal 
1. Mengurus surat ke BAAK 20 Februari 2016 
2. Surat sudah jadi dan siap diantarkan ke 
kantor tujuan PKL 
4 Maret 2016 
3. Mendapat surat balasan dari bidang 
kepegawaian Kementerian Dalam 
Negeri 
25 April 2016 
 
        
Dalam tahapan ini Praktikan mempersiapkan syarat-syarat pengantar 
dari Universitas Negeri Jakarta untuk ditunjukkan kepada instansi yang akan 
menjadi tempat Praktikan PKL. 
Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari fakultas 
untuk selanjutnya di serahkan ke BAAK.  Awal bulan Juli 2016 Praktikan 
mulai mengurusi syarat administrasi yang menjadi persyaratan. Diantaranya 
yaitu Surat Permohonan Izin PKL dari Universitas Negeri Jakarta. Pada 
tanggal 4  Maret 2014 surat tersebut sudah selesai dibuat.  Kemudian 
Praktikan memberikan Surat kepada bagian Tata Usaha. Pada hari yang sama 
Praktikan mendapatkan persetujuan untuk melakukan PKL dengan adanya 
surat persetujuan. Surat tersebut Praktikan berikan kepada Ketua Konsentrasi 
Program Studi Administrasi Perkantoran sebagai arsip dan tanda bukti bahwa 
instansi tempat Praktikan melamar PKL telah mengizinkan Praktikan 







3. Tahap Pelaksanaan PKL 
Jadwal waktu Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak tanggal 1 
Agustus sampai dengan 30 Agustus 2016. Kegiatan PKL rutin Praktikan 
lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal kerja sebagai 
berikut: 
Tabel 1.3 Tahap Pelaksanaan PKL 
Sumber: data diolah oleh penulis 
No. Hari Waktu pelaksanaan PKL 
1. Senin  
Istirahat  
08.00 – 16.00 
12.00 – 13.00 
2. Selasa  
Istirahat  
08.00 – 16.00 
12.00 – 13.00 
3. Rabu  
Istirahat  
08.00 – 16.00 
12.00 – 13.00 
4. Kamis  
Istirahat  
08.00 – 16.00 
12.00 – 13.00 
5. Jum’at  
Istirahat  
08.00 – 16.00 
11.30 – 13.00 
 
 
4. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Penulisan laporan PKL dilakukan setelah Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL).  Data-data untuk penyusunan laporan PKL Praktikan 
kumpulkan dari komunikasi yang Praktikan lakukan dengan pembimbing di 
tempat PKL.  Selain itu, praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan 
pencarian data dengan melakukan browsing di internet. 
Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, Praktikan 
segera membuat laporan PKL.  Laporan PKL dibutuhkan Praktikan sebagai 







TINJAUAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
 
A. Sejarah Kementerian Dalam Negeri 
Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (dahulu Departemen 
Dalam Negeri, disingkat Depdagri) adalah kementerian dalam Pemerintah 
Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri 
dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 
Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian 
(bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang 
disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak 
dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. 
Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri 
dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika 
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan 
1. Masa Hindia Belanda 
Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian 
Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang 






2. Masa Jepang 
Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). 
Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi 
Badan Urusan Internal (内務部 naimubu?) yang bidang tugasnya meliputi 
juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. 
Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan 
Sagara nomor 7, Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. 
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi: 
a. Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam 
perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian 
Dalam Negeri. 
b. Kementerian Sosial 
c. Kementerian Kesehatan. 
d. Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. 
3. Masa Kemerdekaan 
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam 
Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara 
Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan 
dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 
No.1/MPR/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, 





Dan sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial 
sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa 
menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri. Sejak akhir 
2009 seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 
2009, istilah “Departemen” diubah kembali menjadi “Kementerian”. 
B. Sejarah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN 
KEUDA) 
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) 
di bentuk sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
88 Tahun 2003 Pasal 2 huruf h, maka dengan dibentuknya Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina Keuangan Daerah maka bertambah 1 unit organisasi direktorat 
jenderal baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ditjen KEUDA adalah 
direktorat jenderal termuda yang merupakan pemekaran dari Direktorat Keuangan 
Daerah dibawah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) yang lahir tanggal 12 Mei 
2004 telah dihadapkan pada tugas-tugas di bidang Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang cukup berat. Memasuki tahun 2005, Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina Keuangan Daerah (DITJEN KEUDA) dihadapkan pada tugas antara 
lain penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan 
pemerintah maupun peraturan dibawahnya sesuai amanat UU No 32 Tahun 2004 





Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, paket UU Keuangan 
Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara) serta UU No. 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta 
susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang antara 
lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, 
serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang di pusat dan 
daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan, Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun dengan menggunakan 
nomenklatur baru, yaitu : 'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'. 
Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
(DITJEN KEUDA)  
Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : 
"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisifatif, Transparan, 







Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : 
1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah. 
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi 
pengelolaan keuangan daerah. 
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah. 
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan 
kemampuan fiskal daerah. 
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD. 
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di 
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah (DITJEN KEUDA) 
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud meliputi: 
a) penyusunan dan perencanaan anggaran daerah; 
b) pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban 





c) manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah; 
d) pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan 
investasi daerah; 
e) pengelolaan kekayaan daerah; 
f) pinjaman dan hibah daerah; 
g) pengelolaan badan layanan umum daerah; dan 
h) fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. 
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a) perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; 
b) fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; 
c) pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah; 
d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan 
keuangan daerah; 
e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 
keuangan daerah; 
f) fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; 
g) pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah; 
h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina 
keuangan daerah; 
i) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan 





C. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
(DITJEN KEUDA) 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah.  
Sumber: keuda.kemendagri.go.id 
D. Kegiatan Umum Instansi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah  
Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas 
dalam  memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di 





Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud menyelenggarakan fungsi:  
1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 
2. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan; 
3. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah- masalah 
hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, 
advokasi dan perlindungan hukum; 
4. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
5. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan 
6. pengelolaan urusan aparatur sipil negara. 
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdiri atas: 
A. Bagian Perencanaan; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur serta 
penyusunan laporan kinerja. Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 
1. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran; 
2. pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; dan 








Bagian Perencanaan, terdiri atas: 
1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di 
lingkungan direktorat jenderal. 
2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengolahan data dan informasi serta monitoring dan 
evaluasi. 
3) Subbagian Sistem, Prosedur dan Kinerja; mempunyai tugas mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan penataan sistem dan prosedur, 
reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan 
direktorat jenderal. 
B. Bagian Keuangan; sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan 
pembukuan. Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 
1. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 
pemeriksaan keuangan; 
2. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan 







Bagian Keuangan terdiri atas: 
1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran; mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan 
atas laporan pemeriksaan keuangan. 
2) Subbagian Perbendaharaan; mempunyai tugas melakukan urusan 
perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan 
pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 
3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; mempunyai tugas melakukan urusan 
verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan 
keuangan direktorat jenderal. 
C. Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan kooordinasi penyusunan peraturan perundang-
undangan, pemberian litigasi dan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi 
dan informasi hukum. Bagian Perundang-undangan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 
1. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan; 
2. penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan 
hukum; 
3. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam 
hubungan kedinasan; 
4. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum; dan 





Bagian Perundang-undangan, terdiri atas: 
1) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan; mempunyai tugas 
melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan. 
2) Subbagian Advokasi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya 
litigasi, advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut 
perkara dalam hubungan kedinasan, dan pemberian perlindungan hukum. 
3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi; mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum. 
D. Bagian Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, 
kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, urusan perlengkapan, 
rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Bagian Umum dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 
1. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta 
pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; 
2. pelaksanaan urusan kearsipan; 
3. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara; 
4. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan 
direktorat jenderal; dan 






Bagian Umum, terdiri atas: 
1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; melakukan pelaksanaan urusan 
persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di 
lingkungan direktorat jenderal. 
2) Subbagian Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan urusan 
administrasi aparatur sipil negara di lingkungan direktorat jenderal. 
3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; mempunyai tugas 
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Dalam 
Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat. 10110, 
Praktikan ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
(DITJEN KEUDA) Bagian Umum Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik 
Negara. 
Bagian Umum terdiri atas tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub 
Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara. 
Praktikan melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu kegiatan 
operasional bagian rumah tangga dan barang milik negara yang menangani 
pengelolaan Barang Milik Negara. Jenis pekerjaan yang dilakukan diantaranya 
berkaitan dengan pendataan rencana kebutuhan dan penganggaran untuk 
pengadaan barang rumah tangga, pendistribusian barang rumah tangga dan 
penatausahaan barang milik Negara lainnya.  
Adapun bidang pekerjaan yang Praktikan lakukan adalah: 
1) Bidang administrasi perkantoran, yaitu pendataan rencana kebutuhan dan 
penganggaran untuk pengadaan barang rumah tangga, pendistribusian 





2) Bidang teknologi perkantoran, yaitu melakukan penggandaan dokumen 
dengan menggunakan mesin fotocopy, mencetak dokumen dengan 
menggunakan printer serta membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan 
menggunakan mesin tik manual.  
3) Bidang korespondensi, yaitu membuat surat Niaga seperti surat 
permintaan barang dan surat setoran pajak. 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berusaha 
menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan sangat efisien. Untuk dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan, praktikan dibimbing oleh staff yang ada di 
Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN) sehingga praktikan 
dapat memahami bidang pekerjaan yang dilakukan. 
Adapun beberapa pelaksanaan kerja yang praktikan lakukan selama PKL 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Pendataan Rencana Kebutuhan dan Penganggaran untuk Pengadaan 
Barang Rumah Tangga/Barang Milik Negara 
Pada pekerjaan ini Praktikan melakukan kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang rumah tangga untuk menghubungkan pengadaan barang 
yang telah lalu dengan keadaan saat ini sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datang serta mengalokasikan anggarannya. Pada tahap ini 





barang, dan kualitas barang rumah tangga yang dibutuhkan oleh kementrian 
untuk dijadikan bahan refrensi dalam pengadaan barang rumah tangga/Barang 
Milik Negara. 
2. Mendistribusikan Barang Rumah Tangga/Barang Milik Negara 
Berhubungan dengan kegiatan pengadaan kebutuhan barang rumah 
tangga para pegawai, setelah diadakannya barang rumah tangga kemudian 
didistribusikan kepada para pegawai yang berhak mendapatkannya. Dalam 
kegiatan ini Praktikan membantu mendistribusikan peralatan rumah tangga 
seperti membantu mendistribusikan buku agenda kerja tahunan, seragam 
kerja, dan peralatan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan pegawai guna 
menunjang pekerjaan, selain itu Praktikan juga membantu mengecek gudang 
ATK/barang persediaan.  
 
Gambar III.1 Seragam Pegawai. 






Gambar III.2 Buku Agenda Kerja Pegawai Tahun 2016. 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
3. Penatausahaan Barang Rumah Tangga/Barang Milik Negara 
Penatausahaan dilakukan dengan melakukan pembukuan, inventarisasi 
dan pelaporan. Pada kegiatan ini Praktikan melaksanakan Sensus Barang 
Milik Negara (BMN). Pada Sensus Barang Milik Negara (BMN) Praktikan 
melakukan inventarisasi, yaitu kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan 








Berikut ini tentang urian pekerjaan pada Sensus Barang Milik Negara 
(BMN), yaitu: 
1) Pencatatan/pendataan secara manual Barang Inventaris di lingkungan 
Pusat, pencatatan barang-barang yang masih terpakai per masing-masing 
pengguna 
2) Pengambilan Barang Inventaris yang rusak berat 
3) Penginputan Barang Inventaris sesuai Sensus Lapangan ke dalam 
aplikasi Microsoft Excel 
4) Input DIR (Daftar Inventaris Ruangan) di SIMAK BMN 
5) Buat BAST Barang per masing-masing pengguna 
6) Pengumpulan Data barang-barang kondisi rusak berat untuk 
penghapusan 
7) Buat Surat Pengajuan Penghapusan barang-barang yang rusak berat. 
Secara  umum  proses  pelaksanaan Sensus BMN dilaksanakan oleh: 
1) Pelaksana Sensus BMN pada masing-masing satuan kerja; 
2) Penetapan dan penunjukkan PELAKSANA SENSUS BMN diserahkan 
kepada kebijakan masing-masing Satker; 
3) Pertimbangan tugas dan fungsi dalam organisasi dapat dijadikan pijakan 









Tahap Pelaksanaan Sensus dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Tahap pertama Kepala Satker menunjuk dan menetapkan Pelaksana 
Sensus untuk : 
a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan sensus BMN; 
b) Mengumpulkan dokumen sumber; 
c) Melakukan pemetaan pelaksanaan sensus BMN, antara lain; 
d) Menyiapkan denah lokasi; 
e) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada 
denah lokasi; 
f) Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan 
ditempelkan pada BMN yang bersangkutan; 
g) Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan 
ditempelkan pada BMN yang  bersangkutan; 
h) Menyiapkan Kertas Kerja Sensus BMN beserta tata cara pengisiannya. 
2) Tahap Melakukan Identifikasi: 
a) Memastikan BMN dalam pengurusan individu pegawai yang 
bersangkutan atau tidak; 
b) Mengecek label registrasi BMN pada BMN yang digunakan; 
c) Memeriksa kondisi BMN, apakah kondisi BMN tsb. Baik, Rusak 







BMN yang tidak berada dalam pengurusan individu pegawai 
merupakan tanggungjawab Penanggung jawab ruangan untuk 
melakukan perekaman kode BMN selanjutnya proses sensus BMN 
terkait dilaksanakan oleh Pelaksana Sensus BMN untuk melakukan 
perekaman data pada aplikasi sensus, pembuatan kertas-kertas kerja 
sensus BMN tersebut serta membuat ADK-nya untuk digabungkan 
dengan seluruh ADK BMN Dalam Ruangan. 
Pelaksana sensus BMN dalam hal ini melakukan tahapan 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Identifikasi Kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, 
rusak ringan atau rusak berat; 
b. Perekaman data dalam aplikasi sensus BMN; dan 
c. Membuat Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi sensus BMN 
setelah kegiatan (2) selesai dilaksanakan. 
3) Tahap Verifikasi 
a) Pelaksana Sensus BMN dan Petugas SIMAK BMN memverifikasi 
database sensus BMN dengan mengidentifikasi database aplikasi 
sensus BMN dengan database SIMAK BMN. Proses ini untuk 
mengakomodir kemungkinan adanya BMN tidak ditemukan atau BMN 
berlebih;  
b) Pelaksana Sensus BMN melakukan penyesuaian pada aplikasi sensus 





c) Pelaksana Sensus BMN mencetak kertas kerja sensus BMN untuk 
tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh Pelaksana Sensus BMN 
dan Kepala Satker yang bersangkutan. 
4) Tahap Pelaporan 
a) Menyusun Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) 
b) Menyusun Laporan Hasil Sensus BMN tingkat satuan kerja 
c) Menyampaikan Laporan Hasil Sensus BMN 
d) Menyusun Surat Pernyataan dan Penetapan Hasil Sensus BMN 
5) Tahap Lanjutan 
a) Membukukan dan mendaftarkan data hasil sensus BMN yang telah 
dilakukan di tingkat UPKPB; 
b) Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil sensus BMN yang 
telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang 
dikuasakan; 
c) Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang 
yang disensus sesuai hasil sensus BMN; 
d) Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran 
data hasil sensus BMN dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB; 
e) Untuk barang yang tidak ditemukan dan rusak berat akan segera 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang akan diterbitkan setelah 
surat edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus BMN ini 
ditetapkan; 





4. Melakukan penggandaan dokumen dengan menggunakan mesin 
Fotocopy. 
Praktikan di tempatkan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah menyebabkan setiap hari selalu ada dokumen yang 
digandakan, dokumen yang biasanya digandakan biasanya surat masuk, surat 
keluar, berita acara, formulir pengajuan cuti karyawan dan lain sebagainya. 
Adapun langkah-langkah menggandakan dokumen adalah sebagai 
berikut : 
a. Pertama praktikan mempersiapkan dokumen yang akan digandakan. 
b. Praktikan menghidupkan mesin fotocopy dengan menekan tombol 
power. 
c. Praktikan memastikan bahwa mesin fotocopy telah terpasang pengaturan 
kertas yang telah diinginkan sebelum penggandaan dokumen dimulai. 
Jika pengaturan kertas belum sesuai pilih power select dan sesuaikan 
dengan ukuran kertas yang diinginkan. 
d. Kemudian praktikan meletakkan dokumen yang akan digandakan pada 
bagian scanner mesin fotocopy lalu menutupnya. 
e. Kemudian praktikan menekan angka banyaknya penggandaan dokumen 
yang dibutuhkan dan kemudian menekan tombol start untuk memulai 
penggandaan dokumen menggunakan mesin fotocopy. 
f. Setelah selesai, praktikan merapikan dokumen. 
g. Jika mesin sudah tidak digunakan kembali, praktikan menekan tombol 





5. Mencetak dokumen dengan menggunakan mesin Printer. 
Pekerjaan pada bidang teknologi perkantoran, Praktikan membantu 
untuk mencetak atau menggandakan surat-surat maupun dokumen penting 
dengan menggunakan mesin printer. Mencetak dokumen dengan 
menggunakan mesin printer yaitu mengubah bentuk dokumen dari bentuk 
softcopy menjadi bentuk hardcopy. Tujuan dari mencetak dokumen yaitu 
sebagai bahan duplikasi apabila ada masalah dalam mesin 30omputer. Berikut 
ini cara mencetak atau print dokumen dapat dilakukan dengan langkah-
langkah mudah berikut ini: 
a. Praktikan membuka dokumen yang akan di cetak. 
b. Praktikan menekan tombol Ctrl + P untuk membuka perintah Print 
c. Pada jendela Print, Praktikan memastikan nama terisi sesuai dengan merk 
printer. 
d. Pada page range Praktikan mengatur halaman yang akan di cetak. 
1) Praktikan memilih all untuk mencetak semua halaman. 
2) Praktikan memilih Current page untuk mencetak halaman yang sedang 
aktif (tempat kursor berada) 
3) Praktikan memilih Pages, untuk memilih halaman tertentu untuk 
dicetak. Kemudian Praktikan masukkan nomor halaman yang 
diinginkan. 






f. Untuk mengatur ukuran kertas pada printer, Praktikan klik properties. 
Pada jendela yang muncul ubah ukuran kertas pada pilihan size 
g. Jika sudah Praktikan klik OK dan OK lagi untuk memulai mencetak 
dokumen 
6. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP). 
Pada pekerjaan bidang korespondensi atau surat menyurat ini, Praktikan 
membuat Surat Setoran Pajak dengan menggunakan mesin tik manual. 
Langkah-langkah pengoperasian mesin ketik manual yaitu: 
a. Praktikan menempatkan mesin menghadap ke Praktikan 
b. Sebelum mengatur alat –alat yang lain , Praktikan meletakkan gandaran di 
tengah-tengah 
c. Praktikan menempatkan penuntun kertas ( yang ada pada gandaran sebelah 
kiri ) pada angka 0 ( skala 0 ) 
d. Langkah berikutnya adalah Praktikan memasang kertas celah diantara 
papan kertas dan rol 
e. Praktikan mengatur penekanan segi kiri dan kanan, sebagai batas 
permulaan dan batas akhir ketikan 
f. Praktikan menentukan jarak baris sesuai yang dikehendaki 
g. Praktikan  mengatur pita agar terdapat pada tanda yang berwarna merah 
atau biru, kecuali bila ingin menulis pada kertas sheet 







Langkah setelah pekerjaan selesai adalah sebagai berikut . 
1. Praktikan mengatur semua pekerjaan dengan baik dan rapi 
2. Praktikan menempatkan gandaran di tengah-tengah badan mesin tulis 
3. Praktikan menggeser penekan segi kiri ke kanan dan penekan segi kanan 
ke kiri sehingga bertemu di tengah- tengah 
4. Praktikan mengatur mistar kertas ke dalam posisi yang baik 
5. Praktikan mengembalikan pembebas kertas ke posisi semula 
6. Praktikan memasukan mesin tik ke dalam tempat sehingga terlihat rapi. 
 






C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berusaha agar 
pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan efisien. 
Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
sempurna. Beberapa kendala yang dihadapi Praktikan dalam pekerjaan 
diantaranya: 
a) Praktikan mengalami kesulitan dalam melaksanakan Sensus BMN 
dikarenakan peran kepemimpinan dalam memberikan tugas mensensus 
BMN kurang memberikan pengarahan dan pengawasan. 
b) Praktikan mengalami kesulitan dalam melaksanakan Sensus BMN 
dikarenakan tidak efektifnya kerjasama tim dalam mensensus BMN. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Mengatasi kendala sulitnya dalam melaksanakan inventarisasi Sensus BMN 
tidak membuat Praktikan menjadi kurang baik dalam bekerja. Justru hambatan 
yang praktikan alami menjadi motivasi untuk menghadapi kendala-kendala 
tersebut, yaitu dengan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di bangku 
perkuliahan. Sangat diperlukan usaha dalam mencapai suatu tujuan yang ingin 
dicapai. Berikut adalah cara yang dilakukan praktikan dalam menghadapi kendala 






1) Peran kepemimpinan pada tugas mensensus BMN kurang efektif dalam 
memberikan pengarahan dan pengawasan. 
Kemampuan memimpin (leadership) adalah keterampilan yang sangat 
diperlukan oleh setiap manajer atau kepala bagian untuk dapat mengarahkan 
karyawan agar berkinerja secara optimal. Kegagalan manajer dalam 
mengarahkan suatu tugas akan mempengaruhi kinerja organisasi secara 
keseluruhan.  
Menurut Stoner J.A., R.E. Freeman dan D.R. Gilbert Jr.:  
Kepemimpinan (leadership) adalah the process of directing and 
influencing the task related activities of grup members (proses mengarahkan 
dan memengaruhi anggota kelompok untuk menjalankan tugas).
1
  
Sedangkan menurut Griffin, pemimpin adalah individu yang mampu 
memengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan.
2
  
Berdasarkan pendapat tersebut Praktikan dapat menyimpulkan bahwa 
pemimpin atau kepala bagian yang baik adalah yang dapat memberikan 
pengarahan tentang tugas/pekerjaan kepada karyawannya secara jelas. Selain 
itu kepemimpinan yang benar harus dapat memberikan pengawasan atau 
mengontrol selama jalannya pekerjaan agar para pegawai dapat berkerja 
secara optimal. Kepemimpinan sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses, 
karena kepemimpinan mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok 
kearah pencapaian tujuan bersama. 
                                                             
       1 Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Penerbit Kencana, 
2008), hal. 255 
       2 Dian Wijayanto, SPi, MM, MSE, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka 





Leadership merupakan segi utama dari pengarahan. Dalam kegiatan 
pengarahan sangat diperlukan proses komunikasi yang efektif. Menurut 
Praktikan komunikasi yang efektif adalah proses komunikasi antar dua orang 
atau lebih yang berlangsung secara jelas dan adanya feedback/response dalam 
komunikasi. Ada beberapa pendapat tentang komunikasi, antara lain: 
1. Dalam kamus Oxford Dictionary menjelaskan bahwa communication 
is the sending or exchange of information, ideas, etc. (Komunikasi 
merupakan pengiriman atau tukar informasi dan sebagainya).  
2. Menurut Phil. Astrid Susanto mengemukakan bahwa komunikasi 
adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung arti. 
3. Menurut Keith Davis menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses 
penyampaian dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain.  
4. Everett M.Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa 
komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 
membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama 
lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.
3
 
   
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut Praktikan dapat menyimpulkan 
bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi 
penting yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana penyampaian pesan 
dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif dan 
efisien sangat memengaruhi kinerja organisasi. Tanpa komunikasi dapat 
terjadi kekacauan organisasi dimana masing-masing bagian berjalan tanpa 
adanya sinergi. Tujuan organisasi harus disebarluaskan kepada seluruh 
karyawan sehingga mereka dapat mengetahui secara jelas tentang maksud-
maksud yang ingin dicapai oleh organisasi. Pada kendala kurangnya 
pengarahan dari pemimpin karena proses komunikasi yang tidak efektif, 
Praktikan mencoba untuk menciptakan proses komunikasi yang efektif dengan 
                                                             





banyak bertanya perihal tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada pemimpin 
maupun staff pembimbing selama PKL. Adanya komunikasi yang baik akan 
membantu menciptakan arah pertumbuhan yang positif dari suatu organisasi. 
Agar diperoleh hasil yang baik, maka komunikasi antara pimpinan dan 
bawahan harus berjalan dua arah, yaitu pimpinan memberikan wewenang 
sesuai dengan fungsi bawahan, dan bawahan memberikan 
pertanggungjawaban kepada pimpinan sebagai timbal baliknya. 
Peran pengawasan (controlling) merupakan fungsi terakhir yang harus 
dilaksanakan dalam kepemimpinan / manajemen. Menurut Schermerhorn, J.R.  
mendefinisikan:  
Pengawasan/pengontrolan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan 
tindakan perbaikan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan yang 
diharapkan.
4
    
Berdasarkan teori diatas, Praktikan memahami bahwa pengontrolan 
dalam manajemen diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang 
dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pengontrolan membantu para 
manajer atau pimpinan untuk memonitor efektivitas perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengarahan yang telah dilakukan. Selain itu dengan 
adanya peran pengawasan (controlling) pimpinan dapat mengetahui kinerja 
para bawahannya dan memastikan adanya perkembangan (progress) yang 
memuaskan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  
 
                                                             





2) Tidak efektifnya kerjasama tim dalam mensensus BMN. 
Pembentukan tim yang solid dan bersinergi merupakan salah satu kunci 
kesuksesan para manajer/pimpinan dan organisasi. Yang diperlukan organisasi 
adalah “super team” bukan “super man”. Menurut Praktikan, “Super team” 
merupakan kumpulan orang-orang berpotensi, yang mau bekerja sama dan 
berkoordinasi secara intensif, serta berkolaborasi dan saling melengkapi untuk 
pencapaian sasaran dan tujuan bersama. Hal ini diperkuat oleh pendapat 
Stephen dan Timothy menyatakan: teamwork adalah “kelompok yang usaha-
usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah 
masukan individual”5.  
Teamwork menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang 
terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh 
sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu di suatu organisasi ataupun 
suatu perusahaan. Teori yang dikemukakan oleh Stephen dan Timothy senada 
dengan teori tim yang efektif yang dikemukakan oleh Smither, Houston, 
McIntire. Manurut Smither, Houston, McIntire, tim yang efektif adalah 
“sebuah tim yang memungkinkan anggotanya untuk bisa menghasilkan 
penyelesaian tugas yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil 
kerja perorangan karena hasil kerjanya merupakan hasil dari kontribusi 
anggota-anggota tim secara bersama-sama”6.  
                                                             
       5 Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi. Terjemahan Diana Angelica, dkk. Edisi 12. (Jakarta: Penerbit 
Salemba Empat, 2008), hal. 410 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh Burn, yang menyatakan bahwa 
efektifitas tim atau tim yang efektif merupakan tim kerja yang anggota-
anggotanya saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki 
sikap yang saling mendukung dalam kerjasama tim.      
Menurut Schermerhorn, J.R., tim dengan kinerja tinggi secara umum 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
 Tujuan yang jelas  
 Pengarahan oleh tugas dan orientasi terhadap hasil kerja 
 Anggota yang berkompeten dan berkomitmen 
 Iklim kolaboratif 
 Standar yang tinggi 
 Penghargaan dan dukungan pihak eksternal 
 Kepemimpinan yang kuat dan berprinsip7 
Dari teori diatas, Praktikan menyimpulkan bahwa untuk menjadi tim 
yang efektif harus didasari oleh tujuan kerja yang jelas dan spesifik, 
pengarahan dari proses komunikasi antara pemimpin dan karyawan harus 
memiliki feedback yang jelas, selain itu pengawasan (controlling) terhadap 
hasil kerja harus diterapkan untuk meningkatkan disiplin kinerja para anggota 
karyawan, pentingnya komitmen antar anggota untuk mencapai tujuan 
bersama perlu dipertahankan, rasa kerja sama atau kolaboratif harus 
diciptakan antar anggota dan pimpinan, terakhir yang paling penting adalah 
peran kepemimpinan yang kuat dan berprinsip dapat mendukung terjalinnya 
team work yang kompak. Karena peran kepemimpinan dalam team work 
sangatlah menentukan bagaimana kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. 
 
                                                             





Pada kendala kurang efektifnya kerja sama tim, Praktikan mengatasinya 
dengan cara saling memberikan support antar sesama anggota tim, selain itu 
pemahaman akan tujuan dari tugas yang diberikan pimpinan harus lebih 
dipahami dengan spesifik agar dalam pelaksanaan berjalan dengan optimal.  
Selain itu, menurut Praktikan sangat penting untuk berfokus pada pemahaman 
akan peran kepemimpinan di dalam tim untuk memastikan keberhasilan tim 
dan menghindari kegagalan tim. “Tidak mengherankan, seluruh bukti 
penelitian mendukung pernyataan ini; kepemimpinan tim itu penting untuk 
mencapai hasil tim yang berdasarkan pada afektif dan perilaku”. Penelitian 
lain telah menyatakan bahwa “proses kepemimpinan yang efektif” adalah 
faktor terpenting dalam keberhasilan tim. Sebaliknya, kepemimpinan yang 













Adapun kesimpulan dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Kementerian Dalam 
Negeri memberikan pengalaman nyata tentang dunia kerja kepada 
Praktikan yang belum pernah dialami oleh Praktikan. Kementerian Dalam 
Negeri merupakan salah satu instansi pemerintahan. 
2. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Dalam Negeri, 
Praktikan ditempakan di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah (DITJEN KEUDA) Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik 
Negara (BMN). Tugas yang diberikan kepada Praktikan sifatnya hanya 
membantu kelancaran pelaksanaan operasional bagian rumah tangga dan 
barang milik negara yang menangani pengelolaan barang milik Negara. 
Jenis pekerjaan yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan barang rumah tangga, 
pendistribusian barang rumah tangga dan penatausahaan barang milik 









Adapun bidang pekerjaan yang Praktikan lakukan adalah: 
a. Bidang administrasi perkantoran, yaitu mencatat barang inventaris 
para pegawai dengan membantu mensensus Barang Milik Negara 
(BMN),  membantu mengecek gudang ATK / barang persediaan, 
mendistribusikan buku agenda kerja para pegawai dan 
mendistribusikan seragam kerja para pegawai.  
b. Bidang teknologi perkantoran, yaitu melakukan penggandaan 
dokumen dengan menggunakan mesin fotocopy, mencetak 
dokumen dengan menggunakan printer serta membuat Surat 
Setoran Pajak (SSP) dengan menggunakan mesin tik manual. 
c. Bidang korespondensi, yaitu membuat surat Niaga seperti surat 
permintaan barang dan surat setoran pajak. 
3. Pada pelaksanaannya, Praktikan menemukan beberapa kendala, 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Praktikan mengalami kesulitan dalam melaksanakan Sensus BMN 
dikarenakan peran kepemimpinan dalam memberikan tugas 
mensensus BMN kurang memberikan pengarahan dan pengawasan 
2) Praktikan mengalami kesulitan dalam melaksanakan Sensus BMN 






4. Untuk mengatasi kendala pada peran pemimpin dalam memberikan tugas 
mensensus BMN kurang memberikan pengarahan, Praktikan mencoba 
untuk menciptakan proses komunikasi kepada pimpinan dengan banyak 
bertanya kepada pimpinan ataupun staf pembimbing selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan. Dan mengatasi kendala karena tidak efektifnya  
kerja sama tim dalam mensensus BMN, Praktikan berusaha menjadi 
anggota tim yang kolaboratif dan berkomitmen dalam menyelesaikan 
pekerjaan agar tujuan dapat tercapai. Selain itu Praktikan berusaha 
menciptakan semangat kerja yang gigih antar sesama anggota dan saling 
memberi support dalam bekerja.   
 
B. Saran 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menemukan 
beberapa kekurangan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk itu Praktikan 
ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi instansi, 
universitas dan mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan, diantaranya: 
1. Bagi instansi tempat Praktik Kerja Lapangan: 
a. Dalam segi Manajemen, diharapkan lebih baiknya fungsi 
manajemen diterapkan dan harus berkelanjutan kedepannya. Untuk 





b. Dalam segi Sumber Daya Manusia, diharapkan lebih diterapkan 
budaya disiplin waktu. Karena selama Praktikan melaksanakan 
magang masih banyak karyawan yang datang sangat terlambat. 
c. Dalam segi Prosedur Kerja, diharapkan adanya prosedur atau tata 
cara yang lebih jelas dan spesifik, sehingga dapat membantu 
pekerja dalam melaksanakan tugas. 
2. Bagi Universitas 
a. Membantu para mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan dengan memberikan informasi atau link 
perusahaan/instansi pemerintah yang berkualitas dan bagus untuk 
meningkatkan kualitas mahasiswanya 
b. Mempermudah tahap administrasi atau proses pembuatan surat izin 
PKL 
c. Memberikan pelatihan atau mata kuliah yang sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja pada umumnya, seperti teknologi 
perkantoran dan lain sebagainya 
3. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
a. Memperbanyak teman atau link agar lebih mudah mendapatkan 
banyak informasi mengenai Praktik Kerja Lapangan 
b. Pilihlah perusahaan atau instansi yang sesuai dengan kemampuan 
dan bakat yang dimiliki untuk kelancaran dalam pelaksanaan 
c. Banyak melatih kemampuan diri agar dalam dunia kerja sudah 
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Lampiran 8: Jadwal Kegiatan PKL 
 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen 
BAKD) SubBagian Rumah Tangga Dan Barang Milik Negara (BMN) Di 






1 Senin 1 Agustus 2016 
 Membantu mendistribusikan Buku 
Agenda Kerja Pegawai 
 Membantu membuat perencanaan 
pengadaan Barang Rumah Tangga 
untuk Pimpinan 
2 Selasa 2 Agustus 2016 
 Membantu mengecek gudang 
ATK/persediaan 
 Membantu menyimpan surat di 
folder dengan system kronologis 
3 Rabu 3 Agustus 2016 
 Membantu mendistribusikan 
seragam kerja pegawai 
4 Kamis 4 Agustus 2016 
 Membantu membuat anggaran untuk 
belanja Koran baca untuk pimpinan 
5 Jumat 5 Agustus 2016 
 Membantu menggandakan dokumen 
dengan mesin fotocopy 
6 Senin 8 Agustus 2016 
 Mengikuti acara meeting dengan 
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 
dan BMN mengenai agenda Sensus 
BMN 
7 Selasa 9 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 1 
8 Rabu 10 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 1 
9 Kamis 11 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 2 
10 Jumat 12 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 2 





pengadaan alat rumah tangga 
 Membantu mencari sumber refrensi 
mengenai alat rumah tangga yang 
dibutuhkan 
12 Selasa 16 Agustus 2016 
 Membantu membuat surat 
permintaan barang 
13 Rabu 17 Agustus 2016 HARI KEMERDEKAAN RI 
14 Kamis 18 Agustus 2016 
 Membantu membuat surat setoran 
pajak (SSP) dengan menggunakan 
mesin tik manual 
15 Jumat 19 Agustus 2016 
 Membantu mempersiapkan acara 
rapat 
 Membantu mempersiapkan snack 
dan makan siang untuk rapat 
16 Senin 22 Agustus 2016 
 Membantu pembimbing 
mengantarkan surat-surat ke Gedung 
Kepegawaian 
17 Selasa 23 Agustus 2016 
 Membantu pembimbing dalam acara 
donor darah sebagai helper 
18 Rabu 24 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 3 
19 Kamis 25 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 3 
20 Jumat 26 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 4 
21 Senin 29 Agustus 2016 
 Melaksanakan sensus BMN pada 
bagian eselon 4 
22 Selasa 30 Agustus 2016 
 Membantu menyusun data transaksi 





















Lampiran 11: Dokumentasi  
  
 
 
 
